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1.1 Latar Belakang Masalah 
Masa otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diterapkannya Undang – 
undang Nomor 22 Tahun 1999  (direvisi menjadi Undang – undang Nomor 32 Tahun 
2004) tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
(direvisi menjadi Undang – undang Nomor. 33 Tahun 2004) tentang perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penerapan perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 
Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya adalah “penyerahan 
urusan, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Puspitasari, 2013). Otonomi daerah 
bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan 
potensi lokal daerah tersebut. Kedudukan pemerintah daerah terutama pemerintah 
daerah tingkat II (kabupaten/kota) dalam sistem otonomi daerah menjadi sangat 
penting karena akan berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan otonomi daerah. 
Pemerintah daerah yang menguasai bagian daerah yang lebih sempit secara geografis 
dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memahami kondisi dan permasalahan 
wilayahnya secara detail, sehingga pembangunan daerah diharapkan akan berjalan 
dengan baik dan merata sampai pada wilayah – wilayah daerah. 
Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada tahun 
1997 mendorong pemerintah pusat mendelegasikan wewenang untuk pengelolaan 
keuangan kepada daerah sehingga diharapkan daerah dapat membiayai pembangunan 
dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang 




sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah 
daerah diharapkan dapat mengelolaa sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan 
tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang di 
berikan kepada masyarakat. Provinsi Sumatera Selatan dengan luas daerah sebesar 
91.592,43 km2 dan terdiri dari 17 Kabupaten/Kota, Berdasarkan data yang diperoleh 
dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kinerja keuangan 
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan belum menunjukan hasil yang optimal dalam 
empat tahun terakhir yaitu tahun 2012 hingga 2015. Dengan tingkat kemandirian 
tertinggi dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 4 tahun hanya 
mencapai 35,0% yang dimiliki oleh Kota Palembang pada tahun 2014. Sedangkan 
tingkat kemandirian terendah adalah 2,4% yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Ilir (OI) 
pada tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui “bahwa kinerja keuangan 
pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 hingga 2015 
masih menunjukan kinerja keuangan yang rendah” (Ilmiyyah,Dewata,Sarikadarwati, 
2017) 
Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara 
dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. “Salah satu 
pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah 
pengukuran kinerja keuangan” (Sari, 2016). “Informasi yang terkandung dalam laporan 
pertanggung jawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan 
sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah” (Abdullah, 
2013; Mahmudi, 2007 dalam Junarwati et al 2013). Kinerja keuangan adalah salah satu 
ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam 
melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk 
mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi 
tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di 
dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting 
bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. “Data pengukuran kinerja keuangan yang 




dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan 
publik yang lebih baik dan berkualitas” (Sari, 2016). 
Munculnya TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “penyelenggaraan 
otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional 
yang Berkeadilan Indonesia” merupakan suatu wujud pengembangan bangsa dan 
negara Indonesia yang menginginkan perubahan kinerja dalam proses kemajuan 
bangsa dan negara kearah yang lebih baik. TAP MPR tersebut merupakan landasan 
hukum peraturan otonomi daerah dalam UU No. 22/1999 dan diperbaharuhinya dengan 
UU No. 32/2004 yang menyatakan bahwa efesiensi dan efektivitas penyelanggaran 
pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek 
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan 
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan 
kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan  pemberian hak dan 
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaran 
pemerintah Negara.  
Menurut Susilowati, dan Kristianto (2016):  
Menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk 
menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu 
mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan 
pembangunan serta pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan 
pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi 
yang dimiliki oleh masing masing daerah. 
Munculnya otonomi daerah dalam kontek kinerja pemerintah memiliki 
kewenangan yang begitu luas atas daerahnya, Pengukuran kinerja merupakan 
komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah 
diimplementasikan. Fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) 
Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan, (2) sarana perbandingan atas pelayanan 
yang di berikan, (3) Alat komunikasi dengan publik. Berdasarkan uraian diatas dapat 





Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pemerintahan sentralistik 
selama pemerintahan orde baru ternyata rapuh dan menciptakan kesenjangan ekonomi 
serta kemiskinan yang besar. “Kondisi tersebut diperparah oleh krisis ekonomi yang 
menyebabkan kualitas pelayanan publik terganggu dan seluruh sektor perekonomian, 
sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah” (Muhayanah, 2016). 
Sumber pembiayaan pelaksanan desentralisasi salah satunya terdiri dari pendapatan 
asli daerah (PAD). Kewenangan mengelola potensi daerah masing-masing untuk 
membiayai urusan daerah dilaksanakan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar 
kecilnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Halim 
(2012:20) “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan 
pemerintah daerah (Pemda) dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.” Yani (2002:51) 
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan”. Bentuk penerapan undang-undang otonomi daearah adalah Pembagian 
wewenang dari pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 
pemerintah daerah tingkat provinsi yang selanjutnya dalam lingkup yang lebih kecil 
yaitu pemerintah daearah tingkat kabupaten/kota dibawah lingkup provinsi. 
Penelitian Julitawati, dkk. (2012) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan 
dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Aceh menghasilkan bahwa “Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah kabupaten/kota”. Artinya setiap 1% perubahan variabel dana 
perimbangan maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan 
pemerintah sebesar 0,3%. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan 
bukan pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat 
kepada pemeritah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. 




terjadi defisit, oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka 
pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada 
pemerintah daerah. 
Ketergantungan atau kemandirian keuangan daerah juga dapat diukur dengan 
menggunakan analisis rasio atas laporan keuangan suatu daerah. Salah satu rasio yang 
digunakan adalah rasio leverage. Menurut Sumarjo (2010) menyatakan bahwa 
“Semakin besar rasio leverage maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak 
mampu dalam membiayai operasionalnya karena membutuhkan dana dari pihak 
eksternal, sedangkan semakin kecil rasio leverage maka semakin besar kemampuan 
sebuah entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya”. 
Pendapatan tersebut mengandung artian bahwa semakin besar leverage yang dimiliki 
oleh suatu entitas maka semakin buruk tingkat kemandirian keuangan entitas, dan 
semakin kecil leverage yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin baik tingkat 
kemandirian atau keuangangan entitas. 
Dalam pelaksanaan tata kelola penyelenggaran pemerintahnya, pemerintah 
daerah wajib mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan penyelenggaraan 
pemerintah daerah (LPPD) sesuai dengan peraturan pemerintah No.3 Tahun 2007. 
LPPD merupakan salah satu bentuk pelaporan mengenai pertanggungjawaban kinerja 
tata kelola pemerintah daerah terhadap masyarakat. Dalam LPPD itu sendiri mencakup 
informasi yang berasal dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang 
dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah. Kinerja tata kelola Pemerintah Daerah 
yang dituangkan dalam LPPD tersebut memerlukan adanya evaluasi yang disebut 
evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang teknisnya diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2009. Selain LPPD, informasi 
pelengkap untuk EKPPD ini antara lain laporan pertanggungjawaban APBN, informasi 
keuangan daerah dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil dari EKPPD 
tersebut berupa laporan hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan untuk melakukan 




atau pembentukan, penghapusan penggabungan daerah otonom. Salah satu informasi 
pelengkap EKPPD yaitu informasi keuangan daerah.  
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh 
Kusumawardani (2012) tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tiga hal 
perbedaan : 
Pertama, cakupan wilayah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, periode untuk 
penelitian ini adalah tahun anggaran 2014 hingga 2017 . Ketiga, variabel 
dependen yang digunakan penelitian ini adalah kinerja keuangan 
pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi. 
Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan tentang 
administrasi publik dan akuntansi di sektor pemerintah yaitu yang berkaitan dengan 
perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan sebagai 
bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah di setiap periodenya guna untuk 
perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut penulis 
bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu : “Pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik 
beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan? 
2. Apakah belanja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan? 
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ? 
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Leverage, berpengaruh 
secara simultan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada 




1.3 Batasan Masalah  
Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus 
dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Pada penelitian ini data diperoleh berdasarkan data sekunder yaitu laporan 
realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2017. 
2. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan hanya sebatas masalah 
kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 
Selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni hanya dibatasi pada 
ukuran, belanja daerah, dan leverage.  
1.4  Tujuan Dan Manfaat Penelitian  
1.4.1 Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneliti 
dan menganalisis : 
1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
pada kabupaten/kota diprovinsi sumatera selatan 
2. Pengaruh Belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 
kabupaten/kota diprovinsi sumatera selatan 
3. Pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 
kabupaten/kota diprovinsi sumatera selatan. 
4. Pengaruh  pendapatan asli daerah, Belanja daerah, dan leverage pengaruh seacara 
simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota 
diprovinsi sumatera selatan 
1.4.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk Peneliti 
Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta 
mengetahui faktor-faktor apa saja  yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan 





2. Untuk Akademisi 
Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, selain itu dapat dijadikan 
bahan bacaan dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan. 
3. Bagi Pemerintah 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga 
gambaran bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan 
arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah. 
